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ABSTRAK

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah merupakan pelaku usaha yang
mendapatkan perhatian pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian hibah dan bantuan
sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kota Banda Aceh,
usaha mikro tersebut juga memberikan dampak strategis terhadap perkembangan
perekonomian Nasional dan Internasional baik melalui peningkatan pendapatan
daerah maupun tersedianya lapangan kerja baru. Pemerintah memberikan
perhatian melalui pemberian modal usaha pada pelaku usaha mikro sebagaimana
diatur dalam peraturan Walikota Banda Aceh. Namun kebijakan ini dinilai belum
terlaksana secara transparan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana transparansi pemberian bantuan pada pelaku usaha mikro
oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan
adalah kualititif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah telah
memberikan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Berdasarkan Peraturan
Wali Kota Banda Aceh Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Banda Aceh. Pelaksanaannya sudah transparan, pemberian bantuan
ditunjukkan dengan adanya website resmi Dinas Koperasi UMKM dan
Perdagangan yang menyajikan informasi, pengumuman dan pelaksanaan terkait
BPUM. Dinas juga memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang belum
memahami penggunaan teknologi agar tidak tertinggal informasi yang disajikan di
website Dinas.

Kata Kunci: Transparansi, Bantuan, Usaha Mikro, Dinas Koperasi.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan kebijakan pemerintah
pusat untuk memperbaiki ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro, dan diperkuat
dengan “Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh, menyebutkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada individu,
keluarga, anggota dan/atau kelompok masyarakat, dan lembaga non
pemerintah sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara
selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan peraturan perundang-
undangan.

2. Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah Kota dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk bermasyarakat.

Dalam pasal 22 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 94 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh, menyebutkan sebagai
berikut:

1. Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
a. Selektif
b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus
d. keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
e. sesuaikan dengan penggunaannya.

2. Kriteria selektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu Bantuan
Sosial hanya diberikan kepada penerima untuk melindungi yang
bersangkutan dari kemungkinan resiko sosial.*

! peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda
Aceh.



Adapun resiko sosial yang dimaksud adalah resiko yang terkait dengan
siklus hidup, seperti halnya kelaparan yang berdampak penyakit kurang gizi, cacat
fisik atau mental atau disabilitas, usia lanjut, masyarakat yang terlantar, anak
yatim dan piatu, orang lanjut usia. serta resiko yang terkait dengan kondisi
ekonomi seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu,
tuna wisma. dan resiko yang terkait dengan kondisi lingkungan, seperti
kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan
keterisolasian/masyarakat tertinggal. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya
seperti kebijakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat daerahnya.

Adapun keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi salah satu
potensi di tiap daerah, sehingga memiliki peran yang strategis dalam membuka
lapangan kerja kepada masyarakat lokal. Salah satunya adalah Kota yang
menempatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada posisi yang strategis untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari
perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia.
UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian
masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal
penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit
kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung

pendapatan rumah tangga.



Secara umum, UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas
lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada
masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan
pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan
mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar
utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan,
perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang
tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan
usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Sebagai seorang ekonom, Keynes dalam Yana Maulidia Jusra
menyebutkan bahwa ia meyakini yang membawa pengaruh besar dalam ekonomi
makro ada ditangan pemerintah melalui kebijakan ekonomi itu sendiri.> Maka dari
itu, untuk mendorong tumbuhnya UMKM di Banda Aceh strategi yang sangat
tepat menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, semakin banyak UMKM yang
tumbuh dan berdaya, maka semakin banyak warga kota yang mendapatkan
kesempatan bekerja. Oleh karena itu, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kota Banda Aceh melakukan transparansi seperti memberikan fasilitas kepada
masyarakat, sehingga pelaku usaha yang akan membangun usahanya, membangun
keluarganya dan dirinya mampu untuk bergerak secara visualisasi dan mampu
menggerakkan dirinya untuk membangun aktivitas perekonomian di daerah yang

sekaligus mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2 Yana Maulidia Jusra, Analisis Kesejahteraan Ekonomi (Studi Komparatif Teori Keadilan
Ekonomi John Maynard Keynes Dengan Muhammad Bagir Ash-Shadr), Skripsi, (Bukit Tinggi:
IAIN Bukit Tinggi. 2018). Hal. 47.



Transparansi itu sendiri dimaknai dengan sesuatu hal yang tidak ada
maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang
lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan
kolektif. Definisi transparansi lebih lanjut dimaknai dengan kondisi dimana aturan
dan alasan di balik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas dan
terbuka.® Dari penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa tranparansi adalah sesuatu
hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya.
Dalam kajian ini transparansi lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan
atau sikap yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga terhadap pelaku
usaha mikro atau yang berkepentingan di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kota Banda Aceh.

Untuk itu, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh sebagai
institusi pemerintahan harus mampu melahirkan suatu upaya untuk mendidik,
membina dan mengarahkan pelaku-pelaku usaha kecil untuk dapat mendirikan
dirinya sebagai pengusaha-pengusaha melalui transparansi penyaluran maupun
pengelolaannya agar menumbuhkan kepercayaaan pelaku usaha mikro dan
kerjasama terjalin dengan baik.

Jadi, berdasarkan observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa, hasil
bantuan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pelaku UMKM melalui Dinas
Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh memberikan hasil yang

positif sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, maka dari itu menarik

¥ Rahma Yudi Astuti dan Dhika malia Kurniawan. Analisis Ekonomi Islam Meninjau
Praktek Transparansi Top Up (Penambahan Pinjaman) Perbankan, Conference on Islamic
Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding. Vol. 2, 2019; 212-220.



peneliti untuk melihat bagaimana usaha Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Banda Aceh dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang ada di
Kota Banda Aceh dengan cara transparan. Meskipun kebijakan ini mampu
meningkatkan perekonomian pelaku UMKM, jika dikelola dengan cara tidak
transparan tentu memicu tanda tanya dikalangan pelaku UMKM dan berpengaruh
terhadap kepercayaan pelaku UMKM terhadap kibijakan tersebut. Sebagaimana
ditemukan dilapangan dimana beberapa pelaku UMKM merasa proses penyaluran
bantuan ini belum terlaksana dengan transparan. Selain itu, temuan lapangan
tersebut diperkuat melalui penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lilis
Syarifah dan Muliawati pada tahun 2022 dalam artikelnya, hasil penelitian
menyebutkan bahwa Pemerintah masih belum terbuka dalam penggunaan dana
anggaran bantuan sosial untuk masyarakat pelaku UMKM. Hal tersebut
disebabkan tidak adanya bukti-bukti baik dari nama penerima bantuan hingga
jumlah pengeluaran anggaran dana bantuan sosial untuk masyarakat.*

Berangkat dari temuan lapangan melalui observasi yang didukung oleh
penelitian sebelumnya menjadikan peneliti yakin untuk melanjutkan kajian ini
dengan judul “Transparansi Pemberian bantuan terhadap pelaku usaha mikro di

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh”.

1.2 ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi identifikasi

masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

* Lilis Syarifah dan Muliawati, Transparansi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam
Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Pelaku
UMKM), Jurnal limiah Mahasiswa FISIP USK, Vol. 7 No. 1. 2022; 1.



1. Belum adanya transparansi terhadap bantuan untuk usaha mikro di Dinas
Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, yang dimanfaatkan
masyarakat.

2. Belum tersedianya faktor pendukung dari pemberian bantuan kepada
UKM oleh Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh,
agar pemerintah lebih efektif dalam memberi bantuan bagi pelaku
ekonomi mikro.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas maka yang menjadi

pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pemberian bantuan terhadap pelaku usaha mikro
pada dinas koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh?

2. Faktor penghambat pemberian bantuan terhadap pelaku usaha mikro di
dinas koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian

dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi terhadap bantuan untuk
usaha mikro di dinas koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat
pemberian bantuan kepada masyarakat pelaku usaha UMKM oleh dinas

koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh.



1.5 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak yang
membacanya maupun secara langsung yang berkaitan didalamnya, adapun
manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu
pemerintahan khususnya ilmu administrasi dalam menetapkan suatu kebijakan
terhadap perindustrian perdagangan koperasi dan UKM dalam meningkatkan
ekonomi mikro.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
terhadap Dinas koperasi, UKM dan perdagangan kota Banda Aceh, khususnya
terhadap pemerintah dalam mendorong tumbuhnya UKM di Kota Banda Aceh

yang berorientasi pada peningkatan ekonomi mikro secara kerakyatan.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam

penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Suci Astari, (2019), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Medan, skripsi ini berjudul “Strategi Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Langkat dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.” Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
strategi—strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Langkat untuk mengembangkan UMKM dan strategi
perkuatan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan
sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan melakukan promosi
produk, strategi pemberdayaan yang diimplementasikan dalam program
kerja pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.
Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah melihat
bagaimana Dinas Koperasi UKM dan Koperasi Kota Banda aceh strategi
pendukung dalam penguatan terhadap pelaku usaha UMKM.”

2. Sesi Enjel, (2019), Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, Lampung, penelitian berjudul “Peran Usaha Mikro Kecil

Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut

> Suci Astari, “Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam
Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.” Di Akses Pada Tanggal 11 Februari
2021 pada situs: http://repository.uinsu.ac.id/8011/1/skripsi%20tarii.pdf.



http://repository.uinsu.ac.id/8011/1/skripsi%20tarii.pdf

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Agen Kelapa Sawit Desa Sungai
Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)”. Hasil dari penelitian ini
adalah peran UMKM salah satunya yang sangat berpengaruh pada
kesejahteraan masyarakat yaitu dengan terciptanya lapangan pekerjaan
yang dapat membantu memenuhi empat indikator yang dapat dilihat
untuk mencapai kesejahteraan yaitu, pendapatan, perumahan, kesehatan
dan pendidikan. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti
adalah ingin melihat bagaimana peran UMKM mampu menyerap
ketenagakerjaan jika UMKM bisa didukung penuh oleh Pemerintah.®

3. Lilis Syarifah, Muliawati, Jurnal, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,
Transparansi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Bantuan
Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Pelaku
UMKM), Hasil dari Penelitian ini adalah mengetahui strategi pemerintah
kota Banda Aceh dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak
Covid-19. Persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah sama-
sama ingin melihat transparansi Informasi kepada masyarakat pelaku

UMKM di kota Banda Aceh dalam penyaluran bantuan sosial.’

® Sesi Enjel, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Agen Kelapa Sawit Desa Sungai
Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)”. Di akses pada tanggal 11 Februari 2021 pada
situs: http://repository.radenintan.ac.id/8158/1/Skripsi%20Full.pdf.

" Lilis Syarifah dan Muliawati. Transparansi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam
Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Pelaku
UMKM. Jurnal llmiah Mahasiswa FISIP USK Vol. 7, No. 1, 2022; 1-14. Lihat:
http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP. Diakses Tanggan 11 Februari 2021.



http://repository.radenintan.ac.id/8158/1/Skripsi%20Full.pdf
http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
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2.2 Kerangka Toeri
2.2.1 Teori Perilaku
Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam
melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena
adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada hakekatnya adalah tindakan
atau aktivitas dari manusia baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh
interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk
pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku secara lebih rasional dapat diartikan
sebagai respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subyek
tersebut. Respon ini terbentuk dua macam yakni bentuk pasif dan bentuk aktif
dimana bentuk pasif adalah respon internal yaitu yang terjadi dalam diri manusia
dan tidak secara langsung dapat dilihat dari orang lain sedangkan bentuk aktif
yaitu apabila perilaku itu dapat diobservasi secara langsung.®
Menurut Notoatmodjo, “Perilaku manusia dapat diartikan sebagai suatu
aktivitas yang sangat kompleks sifatnya, antara lain perilaku dalam berbicara,
berpakaian, berjalan, persepsi, emosi, pikiran dan motivasi”. Menurut Skiner
dalam Notoatmodjo, “merumuskan respon atau reaksi seseorang terhadap

stimulus atau rangsangan dari luar.”®

Menurut Blum dalam Adventus, Dkk., “seorang ahli psikologi pendidikan
membagi perilaku ke dalam tiga kawasan dimana kawasan tersebut tidak

mempunyai batasan yang jelas dan tegas. Pembagian tiga kawasan ini dilakukan

® Adventus, Jaya, I. M. M., & Mahendra, D. Buku Ajar Promosi Kesehatan, (Jakarta:
Universitas Kristen Indonesia. 2019). Hal. 17.

% Notoatmodjo, Soekidjo. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. (Jakarta. Rineka Cipta.
2003). Hal. 3.
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untuk kepentingan tujuan pendidikannya itu mengembangkan atau meningkatkan
ketiga domain perilaku, yang terdiri dari: ranah kognitif (cognitive domain) ranah

afektif (affective domain), dan ranah psikomotor (psychomotor domain).*

2.2.2 Teori Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dikelolanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
terjadi peningkatan terhadap Kinerja karena semua peningkatan terhadap kinerja
semua kegiatan, program, pengelolaan keuangan dilakukan secara teruji dan
dipublikasi ke masyarakat."*

Dengan demikian menurut Abdul Hafiz Tanjung, “transparansi merupakan
pemberian informasi mengenai keuangan dengan bersifat terbuka, jujur, dan apa
adanya kepada masyarakat dengan mempertimbangkan setiap masyarakat berhak
mengetahui dan mendapatkan informasi yang terbuka dan menyeluruh mengenai
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan.”12

19 Adventus, Jaya, I. M. M., & Mahendra, D. Buku Ajar Promosi Kesehatan, (Jakarta:
Universitas Kristen Indonesia. 2019). Hal. 18.

11 Ajt Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani, Pengaruh
Transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Instansi Pemerintah. 2019 diakses tanggal 22
Maret 2023

12 Abdul Hafiz Tanjung. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik.
(Yogyakarta: BPFE UGM. 2014). Hal. 29.
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Adanya penerapan transparansi pada setiap perangkat daerah bisa
meningkatkan Kinerja pemerintah dengan baik dengan melakukan keterbukaan
informasi yang relevan maupun akurat. Hal yang dikatakan transparan apabila
dalam penyelenggaraan pemerintahan mudah diakses atau diketahui oleh
masyarakat sehingga masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus
mengevaluasi kinerja pemerintah.

Dalam perkembangan teori ini ada beberapa manfaat penting dengan adanya
transparansi anggaran yaitu:*>

1. Mencegah korupsi;

2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;

3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan

lebih mampu mengukur kinerja pemerintah;

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk

memutuskan kebijakan tertentu;

5. Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap

pemerintah akan terbentuk.™®

Dalam standar akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi
adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah

13 Andrianto. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e Government. (Malang:
Bayumedia Publishing. 2007). Hal, 18.
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dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya
pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat
memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak
bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap
mengenai apa Yyang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi
instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Lebih lanjut, menurut Krina, prinsip-prinsip transparansi menekankan pada
dua aspek dengan indikator-indikator:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah yaitu meliputi:

a. Penyediaan informasi yang jelas
b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang
dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

2. Hak masyarakat terhadap akses informasi yaitu meliputi:

a. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa
dan lembaga non pemerintah.**

Untuk memahami lebih mendalam terkait transparansi dalam kaitanya
dengan kepemerintahan atau lembaga kepemerintahan perlu dijelaskan terlebih
dahulu terkait tingakatan, indikator dan prinsip transparansi. Adapun

penjelasannya sebagai berikut:

14 Ait Novatiani, Dkk., 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja
Instansi  Pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol. 10, No. 1; 51-61.
https://ejournal.upi.edu/index.php/mdb/article/view/15983. Diakses pada 04 Juli 2023.



https://ejournal.upi.edu/index.php/mdb/article/view/15983
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1. Tingkatan Transparansi di Pemerintahan

Biondi dan Lapsley “membagi transparansi menjadi tiga level yang
disebut model Biondi dan Lapsley (BL Model) yaitu pada level pertama
transparansi tercapai jika ada akses terhadap informasi (access), pada level
kedua, transparansi tercapai jika ada pemahaman terhadap fenomena yang
sudah diungkapkan (understanding), dan pada level ketiga yang merupakan
level tertinggi yang tranparansi tercapai jika informasi dan pemahaman pada
level pertama dan level kedua tersebut ditindaklanjuti secara luas dan
berpotensi ditangani oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam fenomena
yang diungkapkan (shared meanings).”* Dengan demikian menurut Model BL
bahwa transparansi tertinggi tercapai bila informasi tidak hanya tersedia (level
1) atau dipahami (level 2), tapi bila informasi ini ditindaklanjuti dengan niat
dan cara yang baik (level 3).

Ada juga level transparansi yang menggunakan sistem informasi yang
bisa dilihat dari penggunaan teknologi informasi seperti saat ini. Model
tingkatan ini bermacam-macam mulai dari aplikasi internal, website, dan media
sosial yang memiliki manfaat tersendiri tergantung jenis organisasinya.
Roengtam berusaha untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial
terhadap transparansi dan fungsi pemerintah daerah terpilih di tiga negara yaitu
Indonesia, Thailand, dan Filipina. Secara keseluruhan hasil penelitian dari 3
negara tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial bukan

menandakan adanya transparansi dan akuntabilitas, karena media sosial belum

1> Biondi L, Lapsley I. Accounting, Transparency and Governance: The Heritage assets
problem. Qualitative Research in Accounting and Management, 2014;148-149.
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mempengaruhi proses internal organisasi di tiga kota tersebut. Penggunaan
media sosial tidak digunakan sebagai ruang bagi pemerintah dan warga
negaranya untuk berinteraksi. Media sosial hanya digunakan untuk
penyebarluasan informasi kepada publik dan mengumpulkan informasi dari
warga tapi bukan untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan
keputusan.*®

2. Indikator dan Alat Ukur Transparansi

Krina mengatakan bahwa tranparansi bisa dilihat atau diukur dalam 3

indikator, yaitu:

a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari
semua proses-proses pelayanan publik;

b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang
berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses
didalam sektor publik; dan

c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran
informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam

kegiatan melayani."’

Level transparansi pernah diteliti oleh Lapsley dan Rios di Parlemen

Skotlandia bahwa pada level pertama setiap anggaran yang dibahas oleh komisi

1® Roengtam. DKk,. Does Social Media Transform City Government? Acase studi of theree.
ASEAN, 2017; 356-361. Lihat: http://doi.org/10.1108/TG-10-2016-0071. Diakses Tanggal 04 Juli
2023.

7 Loina Lalolo Krina. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan
Partisipasi. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Hal.
15.


http://doi.org/10.1108/TG-10-2016-0071
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di parlemen, akses informasinya dikemukakan di depan umum, namun
substantif masalahnya sebenarnya masih tertutup. Pada level kedua, terbukti
bahwa komisi anggaran memiliki tingkat permintaan pemahaman yang
signifikan yang anggotanya tidak dapat memahami dokumen anggaran dengan
jelas. Pada level ketiga disimpulkan tidak ada transparansi dalam penganggaran
karena pada akhirnya keputusan komisi anggaran didasarkan pada politik
aritmatika yaitu menerima perintah partai dan menegakkan konsensus yang
jelas berdasarkan suara mayoritas.*®

Dari ketiga level transparansi tersebut disimpulkan bahwa politisi tidak
tertarik pada transparansi, meskipun mereka mungkin membuat ucapan yang
baik kepada publik yang mendukungnya. Ini menggarisbawahi dimensi
kepercayaan dalam transparansi. Jika transparansi sudah dijadikan lip service
dengan prinsip dasar keuangan publik kontemporer, ini menimbulkan isu
utama mengenai sejauh mana pemilih dapat mempercayai politisinya. Begitu
pula dalam organisasi kepemerintahan sebagaimana dilakukan oleh Dinas

Koperasi dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

3. Prinsip Transparansi di Pemerintahan
Prinsip transparansi di pemerintahan adalah menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan yang

8 Jrvine Lapsley dan Ana-Maria Rios. Making Sense Of Government Budgeting: An
Internal Transparency Perspective, 2015.
Lihat:https://www.researchgate.net/publication/283634209_Making_sense_of government budge
ting_An_internal _transparency_perspective. Di Akses Tanggal 04 Juli 2023.



https://www.researchgate.net/publication/283634209_Making_sense_of_government_budgeting_An_internal_transparency_perspective
https://www.researchgate.net/publication/283634209_Making_sense_of_government_budgeting_An_internal_transparency_perspective
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dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan
pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi
diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan
kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek,
yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap
akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak
menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik
awal dari transparansi.*®

Aksesibilitas dan tranparansi informasi berpengaruh terhadap sumber
daya keuangan, kinerja ekonomik, dan kinerja sosial.?’ Penelitian ini
menyimpulkan lebih cenderung berdampak positif dan terdapat hubungan
antara keduanya. Dampak terhadap sumber daya keuangan adalah
meningkatkan nilai organisasi melalui karakteristik organisasinya sehingga
memperoleh legitimasi dari stakeholder khususnya para pendiri organisasi.
Proses penciptaan nilai dengan transparansi terjadi melalui mampunya
organisasi menarik datangnya sumber daya keuangan berupa dana baik secara
langsung maupun tidak langsung sehingga menimbulkan dampak aktivitas
ekonomik dan sosial organisasi. Jadi transparansi merupakan nilai stratejiknya
dan aksebilitas online-nya merupakan alat untuk mempromosikan

keberlangsungan ekonomik, efisiensi sosial, dan keterbukaan kerjasama.

9 |oina Lalolo Krina. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan
Partisipasi. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003. Hal.
14.

2 Alvarez-torres, F. J., & Lopez-torres, G. C. Menghubungkan Orientasi Kewirausahaan
Untuk UKM Prestasi Implikasi Bagi Universitas Kewirausahaan. Jurnal Manajemen. Vol 2, 2019;
12-20.
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2.2.3 Pelaku Usaha Mikro (UMKM)

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah
merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan
oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00
(belum termasuk tanah dan bangunan).”* Dari pengertian tersebut, ada beberapa
definisi-definisi UKM yang lain.

Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan
menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya Entrepreneurship
adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada.
Entrepreneurship merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu
peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk
mengambil risiko yang telah diperhitungkan.?

Menurut The American Heritage Dictionary, wirausahawan (entrepreneur),
didefinisikan dengan, seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan
memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Dalam
pengertian ini terdapat kata “mengorganisasikan”, apakah yang diorganisasikan
tersebut. Demikian juga terdapat kata “mengoperasikan” dan “menmperhitungkan
risiko”. Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam
menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya.
Sumber daya organisasi usaha meliputi, sumber daya manusia, finansial, peralatan

fisik informasi dan waktu. Dengan demikian seoarng pelaku usaha telah

L Akifa P. Nayla. Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, (Jogjakarta: Laksana.
2014). Hal. 12.

%2 Tejo Nurseto, Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh, Jurnal
Ekonomi & Pendidikan Vol. 1, No. 1 Februari 2004, hal. 3
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melakukan “pengorganisasian” terhadap sumber daya yang dimiliknya dalam
ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha “mengoperasikan” sebagai kegiatan
usaha guna mencapai laba. Dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan
usahanya tersebut ia berhadapan dengan sejumlah risiko, utamanya risiko
kegagalan. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena berbagai sumber
daya yang dimiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah risiko. Itulah hal
yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.?®
Termasuk usaha kecil dan menengah adalah semua pedagang kecil dan
menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan
menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan lain sebagainya, misalnya
warung di kampungkampung, toko kelontong, koperasi serba usaha. Koperasi
Unit Desa (KUD), toko serba ada wartel, ternak ayam, sebagainya.?*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:*

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi Kkriteria usaha mikro
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

2 Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil, (Bandung: Alfabeta.
2010). Hal. 26-27.

%4 Febra Robiyanto, Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah, (Semarang: Studi
Nusa, 2004). Hal. hal. 5.

% Undang-Undang Usaha Mokro, Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
2013). Hal. 3.
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merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan
skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajaemen masih sangat
sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga
belum luas.

. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan
usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi berdomisili.

. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (entrepreneuship).
Secara sederhana, wirausahawan (entrepreneuship) dapat diartikan
sebagai pengusaha yang mampu meliat peluang dengan mencari dana
serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang
tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan
bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan

rencana pertumbuhan dan ekspansi.
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Secara umum, ada banyak UKM dengan kriteria yang berbeda. Berikut ini
beberapa di antaranya:

1. Manajemen Bisnis Sendiri
UKM sangat berbeda dengan waralaba. Perbedaannya yang mencolok
terletak pada manajemen bisnis. Apabila waralaba memiliki manajemen
bisnis yang ditentukan oleh pihak franchisor, maka UKM tidak. Pemilik
UKM memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan
sendiri dengan kemajuan usahanya.

2. Modal Usaha Terbatas
UKM memiliki modal terbatas, karena pada umumnya modal hanya
berasal dari pemilik usaha atau bisa jadi sekelompok kecil orang yang
ikut menginvestasikan uangnya untuk modal UKM tersebut.

3. Karyawan Kebanyakan dari Penduduk Lokal
Pada umumnya, UKM mengambil karyawan dari penduduk lokal. Hal ini
dikarenakan dua hal. Pertama, pemilik UKM ingin memberdayakan
penduduk lokal agar bisa bekerja secara mendiri di daerah tersebut.
Kedua, adanya keterbatasan biaya untuk menggaji karyawan yang berasal
dari daerah luar.

4. Bersifat Usaha Keluarga
Pada umumnya, UKM bersifat usaha keluarga. Dalam artian, usaha ini

dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha bersama

% Akifa P. Nayla. Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, (Jogjakarta: Laksana.
2014). Hal. 17.
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keluarganya. Setelah berkembang cukup besar, pemilik UKM
memperkerjakan penduduk sekitar dengan sistem seperti keluarga.

. Posisi Kunci Dipegang oleh Pemilik

Maju-mundurnya UKM tergantung sepenuhnya oleh pemilik usaha.
Dalam hal ini, berarti sistem untuk menjalankan atau memajukan usaha
tidak diajarkan kepada karyawan atau orang yang menjadi kepercayaan.

. Modal Usaha Berasal dari Keuangan Keluarga

Kebanyakan UKM tidak mengandalkan modal dari pihak luar, seperti
investor atau bank, tetapi dari keuangan keluarga, sehingga
memungkinkan tercampurnya keuangan keluarga dan perusahaan. Modal
dari pihak luar hanya dibutuhkan ketika pemilik UKM ingin
mengembangkan usaha tersebut ke luar daerah.

. Menuntut Motivasi Tinggi

Untuk memajukan UKM, pemilik usaha dituntut untuk memiliki motivasi
yang tinggi. Motivasi tersebut meliputi motivasi untuk melakukan
promosi secara besar-besaran, membuat situs bisnis, membuat strategi
marketing online serta offline, dan sebagainya.

. Menggunakan Teknologi Sederhana dalam Proses Produksi

Pada umumnya, UKM masih menggunakan teknologi sederhana dalam
proses produksinya. Teknologi sederhana yang dimaksud disini adalah
alat-alat yang masih tradisional dan belum canggih, sebagaimana yang

ada belakangan ini.
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Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM tercantum dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 BAB IV Pasal 6
Nomor 20 Tahun 2008 BAB IV Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai

aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan

tahunan.
Tabel 2.1
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kriteria
No Uraian .
Aset Omset Pekerja
<5 orang termasuk
Usaha Mikro Max 50 jt Max 300 jt
keluarga
2. | Usaha Kecil > 50 jt - 500 jt >300jt-25M 5 orang
3. | Usaha menengah | >500jt-10 M >25M-50M 20-99 orang

(Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008 BAB IV Pasal 6).

2.3 Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
BPUM merupakan salah satu jenis BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang
diberikan oleh pemerintah sebagai tanggapan untuk menanggulangi sektor

perekonomian. Dana bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk

mengembangkan usaha UMKM. Jenis Usaha yang Bisa Dapat Bantuan
UMKM. Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
sebagai stimulus bantuan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM)  Indonesia.  Pelaku  bisnis UMKM dapat mendapatkan

bantuan UMKM ini dengan mendaftarkan bisnis mereka di formulir BPUM. Ada

pun syarat penerima bantuan dan jenis usaha yang penting untuk diketahui para


https://www.oyindonesia.com/id/umkm
https://www.oyindonesia.com/blog/syarat-penerima-bantuan-modal-usaha-umkm
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pelaku bisnis UMKM sebelum mendaftarkan bisnis milik mereka untuk
mendapatkan bantuan.
Setiap jenis usaha UMKM termasuk usaha home industry (usaha rumahan)
memiliki peluang untuk mendapat bantuan UMKM. Namun, harus dipastikan
kembali bahwa usaha yang dimiliki memenuhi kriteria berikut ini:
1. Memiliki izin usaha yang bisa dibuktikan
Pelaku bisnis UMKM yang mendaftar dapat membuktikan izin usaha
UMKM ke pihak kelurahan. Untuk mendapatkan izin usaha, pelaku
bisnis dapat mendaftarkan usaha mereka secara online melalui website
Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi/BKPM.

2. Memenuhi Persyaratan Penerima Bantuan
Usaha UMKM vyang berpeluang menerima bantuan harus memenuhi

persyaratan penerima bantuan, yakni:

a. Warga Negara Indonesia (WNI)
Peserta yang mendaftar harus berkewarganegaraan Indonesia dan
bukan warga negara asing (WNA).

b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
Peserta yang mendaftar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
elektronik yang sah dan asli.

c. Memiliki Usaha Mikro yang Terdaftar
Peserta yang mendaftar memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan

kepemilikan dokumen NIB atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
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Peserta yang memiliki alamat berbeda antara domisili dan lokasi
usaha dapat melampirkan SKU.

d. Bukan ASN, anggota TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD
Peserta yang mendaftar merupakan bukan anggota Aparatur Sipil
Negara (ASN), anggota TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.

e. Tidak sedang menerima pendanaan KUR
Peserta yang mendaftar sedang dalam keadaan tidak menerima

pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).?’

2.4 Konsep Bantuan Sosial

Konsep bantuan sosial secara umum pemerintah menyediakan berbagai
fasilitas bersifat mikro sebagai upaya meningkatkan hajat hidup masyarakat
dengan meningkatkan UMKM pada posisi strategis sehingga menyentuh
kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga,
dalam pasal 1 menyebutkan bahwa, “Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran
berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau

kesejahteraan masyarakat”28

%" Shafira, Jenis Usaha yang Bisa Dapat Bantuan UMKM, Penjelasan ini dapat diakses di:
https://www.oyindonesia.com/en/home. Diakses Pada 21 Juli 2023.

%8 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja
Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.



https://www.oyindonesia.com/en/home
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2012 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Transfer uang/barang/jasa

dalam belanja bantuan sosial memiliki ketentuan sebagai berikut:

a.

Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota
masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya
bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan
keagamaan;

Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan;

Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi
sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,

penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana;

. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan,

kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam
rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial;
Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung;

penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

Adapun penerapan pemberian bantuan ini memiliki batasan yang dapat

dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial

memiliki kriteria berikut ini:

a

b.

o

Tujuan penggunaan
Pemberi Bantuan
Persyaratan Penerima Bantuan

Bersifat Sementara atau Berkelanjutan.
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Bila dilihat tujuan penggunaan belanja bantuan sosial pengeluaran belanja

bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk:

a.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko

dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai
dengan kebutuhan dasar minimal;

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk
menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai

daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan
tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilita.
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3.2 Pendekatan Penelitian

Dari beberapa penelitian yang dimuat dalam kajian sebelumnya menyangkut
dengan transparansi pemberian bantuan terhadap pelaku usaha mikro dalam
berbagai perpspektif, rata-rata peneliti menggunakan penelitian kualitatif (kajian
lapangan). Peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian ini menggunakan
penelitian  kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang
menghasilkan  penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan
menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara kuantifikasi lainnya.
Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat,
sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan
kekerabatan.?®

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian Kualitatif
yang berorientasi pada deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian
yang memiliki karakteristik, yang dimana datanya dinyatakan dalam keadaan
sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah simbol-simbol atau
bilangan.*® Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau
proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu

masalah dalam kondisi aspek atau bidang pada objeknya.

 Basrowi & Suwandi. Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008). Hal. 1-2.

%0 Nawawi, Dkk., Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1994).
Hal. 104-106.

28
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Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterterpretasi
obyek sesuai dengan apa adanya.®* Penelitian deskriptif merupakan penelitian
paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain karena
dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah
yang diteliti. Ini artinya bahwa dalam penelitian, peneliti tidak mengubah,
menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian.
Dan jenis dari penelitian diskriptif yang peneliti gunakan adalah penelitian
korelasi atau sebab akibat yang didalami untuk mengetahui ketidaktransparan

dalam pemberian bantuan dimaksud.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menunjukkan adanya kesenjangan/permasalahan antara
apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya terjadi. Fenomena yang terjadi
mengisyaratkan adanya ketidakterbukaan atau tidak transparansi pemberian
bantuan terhadap pelaku usaha mikro di Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan
Kota Banda Aceh. Sehingga dalam penelitian kualitatif lebih cenderung
memahami secara keseluruhan situasi sosial, untuk menemukan dimana
ketidaktransparan dalam pemberian bantuan tersebut.

Disini adanya suatu kepastian tentang fokus dan masalah yang sangat
ditentukan sesuai kondisi asli lapangan, sehingga fokus penelitian dalam

penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dan rumusan masalah

31 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya, Edisi Revisi,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hal. 157.
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penelitian dijadikan acuan dasar yang dijabarkan ke dalam fokus penelitian.
Pemahaman dasar ini sebagaimana pendapat Bungin menyebutkan bahwa “Fokus
penelitian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi
pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas”.>?

Fokus penelitian menurut Bungin menjelaskan bahwa “suatu fenomena dan
praktik sosial yang layak dianggap sebagai fokus penelitian adalah fenomena yang
menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang
senyatanya terjadi.”*® Adapun permasalahan yang dijabarkan kedalam suatu fokus
penelitian sebagai pembatasan bagi peneliti untuk mendesain sesuai dengan
rumusan masalah yang telah ditetapkan, dalam koridor ini peneliti kondisi rill
yang di lapangan sehingga mempermudah peneliti menentukan metode dan
sampal tahapan pelaporan. Dengan demikian kejelasan fokus penelitian yang akan
dibahas sesuai dengan judul “Transparansi Pemberian Bantuan Terhadap Pelaku
Usaha Mikro Di Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Kota Banda Aceh”.
Adapun penelitian dijabarkan dalam fokus agar dapat dituangkan dalam dimensi-
dimensi fokus dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Transparansi Pemberian Bantuan Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di

Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Banda Aceh sebagai

berikut:

%2 Bungin dan Burhan. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format-Format Kuantitatif
dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran,
(Sidoarjo: Kencana. 2013). Hal. 41.

%% Bungin dan Burhan. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi,... Hal. 41-42.



Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Transparansi
No | Dimensi Indikator
1 Komunikasi Penyediaan Informasi
2 Informasi Keterbukaan

Sumber: Krina (2009).
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberian Bantuan kepada Pelaku

Usaha mikro dengan dimensi dan indikatornya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Pendukung dan Penghambat
No | Dimensi Indikator
1 Faktor Pendukun St
' g b. Pemerintah
2. | Faktor Penghambat SDM

Sumber: Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah Dinas Koperasi,

UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Adapun alasan peneliti mengambil

lokasi tersebut adalah atas temuan peneliti dimana terdapat jumlah penerima

BPUM yang sangat banyak di Dinas tersebut. Tahun 2022 terdapat 420 calon

penerima BPUM dengan perkiraan anggaran antara 1.200.000 sampai dengan

2.400.000/ UKM. Perencanaan anggaran dengan jumlah tersebut tentu saja

menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih jauh terkait transparansi

penggunaan anggaran pemerintah bidang BPUM pada pelaku usaha UMKM. Oleh

karena temuan tersebutkan menjadikan peneliti melaksanakan penelitian di lokasi
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tersebut guna mengetahui lebih lanjut terkait dengan transparansi pemberian
bantuan bagi UMKM.
3.4 Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dan
diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan
menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis,
alat dokumentasi dan alat perekam. Adapun narasumber dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Informan Peneliti
No | Informan Penelitian Jumlah
i Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota 1 Orang
Banda Aceh
2. | Kabid UKM 1 Orang
3. | Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh 8 Orang
Jumlah 10 Orang

Sumber Data di Olah Tahun 2021.
b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang
berupa buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang
dapat memberikan informasi terkait Pemberian bantuan terhadap pelaku usaha
mikro di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, sebagai pilot

projek.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan dalam
teknik pengumpulan data penelitian ini bersumber dari:
a. Observasi
Observasi merupakan Teknik pengumpulan data melalui pengamatan
terhadap subjek penelitian. Dengan menggunakan Teknik dapat diketahui
pola tingkah laku subjek sehingga data dapat diperoleh secara langsung,
tanpa pengajuan pertanyaan.
b. Wawancara
Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui
pengajuan sejumlah pertanyaan lisan yang dijawab secara lisan maupun
tulisan kepada informan guna untuk mendapatkan keterangan yang lebih
mendalam mengenai sikap, pengetahuan dan perilaku informan yang
berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau narasumber
merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang
berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
c. Studi Pustaka/Dokumentasi
Studi pustaka adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data
penelitian berkaitan dengan Pemberian bantuan terhadap pelaku usaha

mikro di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
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Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik
dari buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian

sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif,
yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan.
1. Reduksi Data
Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan,
abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan
lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara
kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif.
Faktanya, bahkan ““sebelum” data secara aktual dikumpulkan.34
Sebagaimana pengumpulan data berproses, maka terdapat beberapa episode
selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-
tema, membuat pemisah, menulis memo). Dan reduksi data/pentransformasian
proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.*®
2. Model Data/ Penyajian Data
Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun.

Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita

% Emzir. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011).
Hal. 129.

% Emzir, Analisis Data: Metodologi, ..., hal. 129.
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memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan
yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif:
a). Teks Naratif: berbetuk catatan lapangan

Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan
bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu
bentuk yang padu, bentuk yang praktis. Pada umumnya teks tersebut terpencar-
pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti itu peneliti
mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat
gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak
berdasar.Kecenderungan kognitif adalah menyederhanakan informasi yang
kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau
konfigurasi yang mudah dipahami.®

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang
dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan
reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang
terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data
kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus

dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktifitas analisis.*’

% Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta. 2011). Hal. 101.

" Emzir. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta :Rajawali Pers. 2011).
Hal. 132.
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3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah Kketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi
kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan, peneliti kualitatif mulai memutuskan
apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang
mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat
menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan
kecurigaan. Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan
data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean,
penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman
peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering
digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah

memproses secara induktif.*®

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat
kepercayaannya atau kebenaran dari hasil penelitiannya kualitatif standar tersebut
keabsahan data. Menurut Lincoln dan Guba Dalam Moleong “untuk menetapkan
keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.” Pelaksanaan teknik pemeriksaan
didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan vyaitu derajat kepercayaan
(credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dari

kepastian (confirmability).>®

%8 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian, ..., hal. 133.

% Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke XXXIV, (Bandung: Remaja
Rosda Karya. 2015). Hal. 170.
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1. Derajat Kepercayaan (credibility)

Pada dasarnya penerapan Kriteria derajat kepercayaan menggantikan
konsep validitas internal dan non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk
melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan
penemuannya dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil
penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang
sedang diteliti. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah:

a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan
data dilapangan merupakan instrumen utama dalam penelitian, dengan
demikian lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data, akan
semakin memungkinkan derajad kepercayaan data yang dikumpulkan.
Persyaratan ini memberikan petunjuk bahwa dalam pengumpulan data
tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada enumerator, sebagaimana
dijumpai pada banyak penelitian kuantitatif.

b. Melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh,
sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti
seperti apa adanya. Teknik observasi boleh dikatakan merupakan
keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan
karena banyaknya fenomena sosial yang tersamar atau "kasat mata"
yang sulit terungkap bila hanya digali melalui wawancara.

c. Melakukan "triangulasi”, baik triangulasi metode (menggunakan
lintas metode pengumpulan data), triangulasi sumber data-data

(memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan triangulasi
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pengumpulan data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara
terpisah). Dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan diperoleh
variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnya.

2. Keteralihan (transferability)

Keteralihan sebagai persoalan yang empiris tergantung pada kesamaan
antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut,
peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang
sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data
deskriptif secukupnya.Keteralihan hasil penelitian biasanya berkaitan dengan
pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan
dalam situasi-situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, keteralihan bergantung
pada pemakai, yakni sejaun mana peneliti ini dapat dipergunakan dalam
konteks dan situasi tertentu. Peneliti sendiri tidak dapat menjamin "validitas
eksternal” ini, oleh karena Kketeralihan hanya dipandang sebagai suatu
kemungkinan. Bila pemakai melihat ada yang cocok bagi situasi yang
dihadapinya, maka bisa dimungkinkan adanya keteralihan. Meskipun dapat
diduga, bahwa tidak ada situasi yang sama, sehingga masih perlu penyesuaian
menurut keadaan masing-masing.

3. Kebergantungan (dependability)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reliabilitas
(reliability). Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Hanya dengan alat
yang reliabel akan dapat diperoleh data yang valid. Alat utama dalam

penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dengan Kata lain bergantung pada



39

keadaan peneliti. Keadaan ini dapat dioptimalkan bila peneliti memadukan
kriteria kebergantungan dan kepastian. Dalam hal ini cara yang dipakai adalah
dengan audit trail memeriksa dan melacak suatu kebenaran,*° yaitu usaha yang
lazim dilakukan oleh akuntan keuangan. Dalam rangka penulisan tesis, audit
trail sebaiknya dilakukan oleh pembimbing. Dalam Hal ini yang diperiksa
antara lain; proses penelitian serta taraf kebenaran data serta tafsirannya.

4. Kepastian (Confirmability) dilakukan melalui pengumpulan data, konfirmasi
etik-emik diskusi dengan subjek penelitian memperhatikan etika penelitian
dan pengecekan kembali hasil penelitian.

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas dalam penelitian non
kualitatif. Jika penelitian non kualitatif diterapkan pada orang, maka pada
penelitian naturalistik menghendaki agar penekanan pada data pemeriksaan
dalam kriterium kepastian dapat dijabarkan dalam beberapa kehendak yaitu:

a. Auditor (pembanding) perlu memastikan apakah hasil penemuan

tersebut benar-benar berasal dari data.

b. Auditor berusaha membuat keputusan, apakah secara logis kesimpulan

itu ditarik dan berasal dari data.

0 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke XXXIV, (Bandung: Remaja
Rosda Karya. 2015). Hal. 64.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, merupakan
satuan kerja perangkat kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Koperasi,
UKM dan Perdagangan. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai
tugas membantu Walikota di bidang pembangunan daerah bidang Koperasi, UKM
dan Perdagangan. Rincian tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota
Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun
2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
Visi Kota Banda Aceh:
“Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah”
Misi :
Untuk mewujudkan Visi Banda Aceh Model Kota Madani, maka perlu adanya
misi, yaitu:
a. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan
Agidah, Syariah dan Akhlak
b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan
Olahraga
c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan

masyarakat.

40
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d. Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat
e. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik
f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4.1.2 Pelaku Usaha Mikro

Penjelasan kriteria UMKM dapat dilihat pada berbagai aspek dan sudut
pandang. Menurut Ang & Ang umumnya UMKM memiliki karakteristik
sebagai berikut:

a. Tidak memperdagangkan surat berharga kepada publik (masyarakat).
Sehingga usaha ini cenderung tidak memiliki hutang maupun
perdagangan saham di sebuah bursa,

b. Pemilik memiliki portofolio pribadi yang tidak terdiversifikasi.
Investasi pada usaha cenderung pada kekayaan pribadi dari pemilik,

c. Tanggung jawab terbatas tidak ada atau tidak efektif

d. Pemilik generasi pertama adalah wirausahawan serta cenderung
mengambil risiko,

e. Kerja tim dalam manajemen tidak lengkap,

f. Mengalami ketidaksempurnaan pasar dan institusional yang
merugikan,

0. Hubungan dengan pemegang saham kurang,

h. Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam merancang skema

kompensasi.
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, kriteria UMKM dibagi
berdasarkan kekayaan bersin dan penjualan tahunan yang dapat dilihat

berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (2008)

Asal Usaha Kekayaan Bersih Penjualan Tahunan
Usaha Mikro Maksimal Rp. 50 Juta Maksimal Rp.300.000
Usaha Kecil Rp. 50 Juta-Rp 500 Juta Rp. 300 Juta-Rp. 2,5 M
Usaha Menengah Rp. 500 Juta-Rp. 10 M Rp. 2.5 M-Rp. 50 M

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (2008).

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kota Banda Aceh terdiri dari:



43

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH a Dinas

Nurdin, S.Sos., M.
Pembina Utama Muda (IVic)

NIP. 119680420 199011 1001 — Sakretans
. Ichsan Agustin,
Pembina (IV/a)
NIP. 19830130 200604 1004
- I —
Perencana Ahli Muda Anslis Knum“!:;uwmh Subbag Umum, Kepegawalan dan Aset
urbait], 5. ! anny Murtaza, SP. W, ! ainabon, §.508
Penata Tk. | (1IVd) Pembina (IV/a) Penata Tk.| (IIl/d)
NIP.197706102007012005 NIP.19811202 200112 1 003 Nip. 19700411 199903 2 003
L I s ¢
Bidang Koperasi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Bidang Perdagangan
. Mangat Saputra, ~ Muda Bahlla, SEM.ST uhammad lchlas,
Penata Tk. | (IIlid) Pembina (V/a) Penata T (ilVg)
NIP. 19700731 199703 1 001 NIP.19711003 200504 1 001 NIP. 19811013 20((3603)l 001
e
[ Pengawas Koperasi Abli Mud P Al Moda Penyuluh Pndndum':ndan Perdagangan Ahll ‘\
luca
Zakaia,SE Arfe Fadllla, S.STP —__ Syarifah Bikis, .50
Penata Tk.| (1llid) Penata Tk | (llld) Penata Tk.I (IVd
NIP. 197208282001121003 NIP. 19860909 200806 1003 NIP. 19730826 200903 2 001
Pengawas Koperasi Ahll Muda Pengawas Koperasi Al Muda i Sidiation dan Pudegangan Nl
ita siana, Sti ayati, S. Sos ara Ina, S.
Penata TK. | (lllid) Penata TK. | (lilid) Penata Tk. | (lilid)
NIP_ 19720212 199703 1 003 NIP.19710611 199803 2 002 NIP. 19780129 200701 2 003
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli
‘ Pengawas Koperasi Ahli Pertama Muda Pengawas Perdagangan Ahli Muda
asnawatl, SE Yadiman, S Sos in, S. Sos
Penata (llllc) Penata TK. | (Illd) Penata Tk. | (lilid)
NIP.196512312006042033 NIP.196906191990031002_ NIP.19671 1121002
| 1
Kepala BLUD UPTD Pasar Kepala UPTD Metrologi
ustiar h
Penata TK. I(lId) Penata TK. I(llld)
NIP. 19720817 199303 1006 NIP. 19720801 198203 1007

Kepala Tata Usaha | Kepala Tata Usaha

Nelly Marlinda, SE
Penata TK I (lid)
NIP.19710325 2007012 002

4.2 Transparansi Pemberian bantuan kepada pelaku usaha mikro pada
Dinas koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh
4.2.1 Komunikasi
Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan perseorangan dan
kelompok kerja terhadap pelaku usaha mikro pada dinas koperasi, UKM dan
perdagangan Kota Banda Aceh perlu melakukan penyediaan informasi agar
masyarakat dapat paham dan mengerti bagaimana tata cara pelaksanaan kegiatan
pelaku usaha baik yang sifatnya bantuan, ataupun pembinaan. Untuk mendukung
majunya ekonomi masyarakat pemerintah turut memberikan dukungan berupa
bantuan-bantuan modal usaha terhadap pelaku usaha UMKM atau yang disebut

BPUM.
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Didasari peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh, di dalam Peraturan ini menjelaskan
tentang bagaimana bantuan bisa tersalurkan secara tepat sasaran, serta
menggambarkan kriteria khusus bagi penerima Bantuan, sasaran penerima
memiliki tahapan penyaringan yang ketat dan tepat sasaran dan tentunya
dibutuhkan transparansi.

Penerapan komunikasi informasi sebagaimana wawancara peneliti dengan
Kepala Dinas UKM dan Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh, pada hari senin
tanggal tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

“Salah satu bentuk yang Dinas lakukan adalah dengan menyampaikan
informasi tentang bantuan sosial ini kepada masyarakat Banda Aceh selaku
pelaku UMKM, informasi dapat di akses melalui media sosial Instagram,
website. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat pelaku usaha UMKM ini
tidak tertinggal informasi terkait bantuan BPUM tersebut, bantuan sosial
ini juga dikhususkan untuk masyarakat Banda Aceh yang berdomisili di
Kota Banda Aceh tidak dibenarkan untuk mendapatkan bantuan BPUM
tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, penyediaan
informasi bantuan sosial (Bansos) BPUM terhadap pelaku usaha merupakan salah
satu upaya dari pemerintah Kota Banda Aceh yaitu Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kota Banda Aceh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
pelaku usaha UMKM.

Pernyataan Kepala Dinas Koperasi di atas turut dibenarkan oleh salah satu

pelaku UMKM di Kecamatan Baiturrahman, yang menyebutkan bahwa:

*! Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan Kota Banda
Aceh tanggal 05 Juni 2023
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“Saya selama ini memantau informasi terkait bantuan ini melalui instagram
dan website yang diberikan Dinas. Kebetulan saya punya Hp android yang
selalu saya gunakan, jadi memudahkan saya untuk mengakses informasi
dari Dinas terkait bantuan ini.”*

Pernyataan pelaku UMKM di atas sejalan dengan yang disampaikan oleh
Dinas terkait ketersediaan informasi pada website yang telah ditentukan. Pelaku
UMKM kalangan milenial atau usia muda tentu tidak asing dengan pola penyajian
informasi berbasis IT, mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Sayogyanya
penyediaan informasi berbasis teknologi sangat bergantung pada kemampuan dan
usia pelaku UMKM itu sendiri, pernyataan di atas disampaikan oleh pelaku
UMKM usia 20-30 tahun yang tentu saja tidak asing dengan teknologi dalam
kesehariannya. Selanjutnya, pernyataan ini juga ikut ditambahkan oleh pelaku
UMKM Kecamatan Meuraxa yang juga masih usia 20-30 tahun, sebagai berikut:

“Selama ini memang penyajian informasi terkait bantuan tidak perlu lagi

datang ke Dinas, saya sendiri mengakses dari website yang diberikan

Dinas. Namun beberapa pelaku usaha lain kerabat kami, mereka sudah usia

lanjut antara 50-60 tahun. Rata-rata mereka menggunakan Hp yang tidak

terhubung internet. Untuk itu, kami yang muda-muda kadang memberitahu
kalau ada informasi penting untuk mereka. o

Dari sini dapat dipahami bahwa, penyajian informasi berbasis IT sangat
bergantung pada kemampuan seseorang yang akan mengakses informasi tersebut.
Dalam upaya ini, meskipun pemerintah sudah mempublikasi informasi secara
detail terkait bantuan informasi bantuan BPUM. Namun masih ditemui
masyarakat pelaku usaha tidak mampu mengakses website informasi dikarenakan
tidak tau cara membuka sosial media. Hal tersebut sebagaimana wawancara

peneliti dengan pelaku UMKM yang menyebutkan sebagai berikut:

*? Hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM Kota Banda Aceh tanggal 06 Juni 2023
* Hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM Kota Banda Aceh tanggal 06 Juni 2023
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“Saya merasa transparansi pemerintah suda dilakukan dengan terbuka.
Informasi yang diberikan jelas, Seperti yang diketahui, adanya bukti nama-
nama yang menerima bantuan, lalu mereka juga membantu saya dalam
menyiapkan berkas-berkas seperti meminta surat keterangan usaha dari
desa dan mereka akan membantu jika saya menghadapi kendala.**

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang
diberikan sudah lengkap, pernyataan tersebut turut diperkuat dengan pemeriksaan
dokumen yang dilakukan peneliti dengan informan dimana diperlihatkan bukti
penerima bantuan sosial dan para pihak dinas sangat membantu masyarakat
pelaku usaha.

Terkait dengan komunikasi antara dinas dengan pelaku usaha mikro tidak
selamanya berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh
kemampuan pelaku usaha mikra yang berbeda-beda termasuk tingkat
penguasaannya dengan teknologi. Sementara itu, sekarang ini hampir semua dinas
menerapkan komunikasi dan penyebaran informasi berbasis teknologi.

Transparansi  komunikasi  sebagaimana dibenarkan oleh informan
sebelumnya tentu saja tidak salah karena pernyataannya masih dalam bentuk
dokumen manual. Sementara itu, pernyataan Penjual Kopi disanggah oleh Pelaku
Usaha (Penjual Mie) menyatakan sebagai berikut:

“Jika tidak ada kejelasan sama sekali, bagaimana dapat dikatakan

transparan. Saya sendiri sempat bertanya kepada beberapa pedagang dan

mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui apapun soal bantuan sosial
ini. Ditambah pengumuman diumumkan di website atau media sosial,
karena tidak semua orang mengerti bagaimana menggunakan sosial media.

Jadi jika mengkaji secara keseluruhan bahwasanya bantuan sosial BPUM
ini menurut saya tidak transparan.”®

* Hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM Kota Banda Aceh tanggal 06 Juni 2023
*Hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh tanggal 06 Juni 2023
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Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial
BPUM untuk masyarakat untuk pelaku UMKM tidak ada kejelasan dan bahkan
tidak tepat sasaran. Hal ini diperkuat dengan adanya masyarakat yang tidak
mengetahui apapun tentang bantuan BPUM ini. Meski pemerintah sudah
melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, secara keseluruhan
pemerintah masih belum transparan dalam memberikan bantuan BPUM kepada
masyarakat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Ketidaktransparan dalam
konteks ini ditunjukkan dengan tidak terbukanya informasi dari Dinas
(pemerintah) dengan pelaku UMKM berbasis dua arah (informasi digital dan
sosialiasi manual).

Sementara itu, pelaku UMKM memiliki pandangan dan pendapat yang
beragam terkait transparansi informasi tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan
oleh pelaku UMKM (Usaha Kelontong) menyebutkan bahwa:

“Informasi sudah sangat transparan, karena semua informasi seperti

persyaratan, dan nama-nama calon penerima bantuan BPUM sudah ada di

dalam website. Dan mereka pihak dinas membantu dan mengajari saya

bagaimana cara mengakses website informasi bantuan BPUM ini. yang
menyatakan kalau bantuan BPUM ini tidak transparan adalah orang-oran
vang tidak mau berusaha mencari informasi”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sudah bagus, karena
selain memudahkan masyarakat, pihak Dinas juga melakukan pendampingan
terhadap masyarakat yang tidak bisa mengakses website informasi. Hanya saja

kondisi ini tidak cukup menjawab kebutuhan pelaku UMKM yang sudah usia

lanjut, sebagaimana observasi yang dilakukan pada beberapa usaha UMKM
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ditemukan bahwa pelaku UMKM adalah para orang tua yang tidak memahami
dengan baik perkembangan teknologi apalagi yang berbasis website.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses terhadap informasi
yang luas mengenai informasi secara mendetail tentang bantuan BPUM seperti
nama-nama penerima, persyaratan yang harus dipenuhi, serta bisa diakses oleh
segala golongan masyarakat. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat

kurang proaktif dalam mencari informasi.

4.2.2 Dana Bantuan BPUM
Dalam rangka untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku
usaha mikro dan menghadapi ancaman yang membahayakan Ekonomi Nasional,
maka pemerintah perlu memberikan bantuan bagi pelaku uaha mikro. Program
Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disebut PEN adalah rangkaian kegiatan
untuk Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan bagian dari kebijakan
keuangan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat
penanganan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
Program PEN merupakan Bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro atau
disebut dengan BPUM merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk uang
diberikan kepada pelaku usaha mikro, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Berdasarkan wawancara peneliti oleh Kepala Dinas Koperasi.
UKM, dan Perdagangan pada tanggal 05 Juni 2023 menyatakan sebagai berikut:
“Bantuan BPUM merupakan program PEN, dananya bersumber dari
APBN dan bantuan ini diperuntukkan khusus untuk masyarakat pelaku

usaha UMKM di Kota Banda Aceh, dan pihak Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan melakukan sosialisasi dan penjaringan dan para penerima
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akan dihubungi melalui desa setempat, dana BPUM akan dicairkan melalui
Bank Aceh Syariah”.*®

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program PEN
merupakan sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menstabilkan
keuangan nasional melalui pemberian bantuan BPUM kepada pelaku usaha
UMKM.

BPUM diberikan sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional
serta sebagai bentuk penyelamatan ekonomi nasional. Program BPUM ini
diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000 pada tahun 2020
dan Rp. 1.200.000 pada tahun 2021, pada tahun 2022 terdapat 420 calon penerima
yang telah diusulkan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
Dana nya akan langsung ditransfer melalui rekening penerima BPUM, penerima

langsung dihubungi dari pihak perbankan.

4.2.3 Pemerintah

Program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) merupakan
bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha
mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BPUM ini
diberikan untuk pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah memiliki peran yang
sangat besar di dalam memperbaiki ekonomi nasional, seperti yang disampaikan
Bapak Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh pada

tanggal 05 Juni 2023 menyatakan sebagai berikut:

*® Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Koperasi pada tanggal 05
Juni 2023.
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“Bantuan dana sosial untuk pelaku UMKM ini dilakukan secara bertahap,
bantuan dananya tidak besar, hanya 2.4 Juta saja. Namun saya berharap
bantuan BPUM ini dapat membantu meringankan perekonomian
masyarakat di kota Banda Aceh. Jika melihat ketepatan sasaran bagi

penerima, saya rasa sudah tepat sasaran ya dan sudah sesuai dengan
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peraturan.”

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan
Perdagangan kota Banda Aceh sudah melakukan proses penyeleksian sesuai
dengan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Banda Aceh dan penerima bantuan BPUM sudah dikatakan
tepat sasaran.

Tepat sasaran ini dibuktikan masyarakat penerima bantuan BPUM
merupakan pelaku usaha UMKM yang berasal dari Kota Banda Aceh. Hal ini
disampaikan oleh Kabid Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM dan
Perdagangan, yang menyatakan:

“Bantuan BPUM bisa dikatakan tepat sasaran dan transparansi karena

seluruh nama-nama dan pengumuman bisa diakses secara bebas di website

dengan nama https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/ Di dalam website

tersebut kami membagikan foto dokumentasi penyaluran serta pengumuman
terkait BPUM serta nama-nama penerima juga bisa diakses dengan bebas.”

Dari hasil wawancara tersebut disampaikan bahwa Dinas Koperasi, UKM,
dan perdagangan melakukan transparansi dengan memberikan informasi melalui
website resmi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, karena keterbukaan

menjadi syarat utama dalam pembagian bantuan sosial. Dalam kesempatan itu,

*" Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota
Banda Aceh pada tanggal 05 Juni 2023.


https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/
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informan turut memperlihat website yang dimaksud sebagaimana tampilan berikut

ini:

A b e OPUKMDAG

DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

Beranda Profil Organisasi Bidang-Bidang Info Galeri Foto Download E-Kinerja

Usulan Calon Penerima BPUM Kota Banda
Aceh Tahun 2022

© 26 September 2022 & dedy putra B> Artikel, Pengumuman, Sekilas Kota © 0 Archives

SelectMonth v

Sumber: https://diskopukmdag.bandaacehkota.qgo.id/.

Gambar di atas merupakan website resmi milik Dinas keperasi UKM dan
Perdagangan Kota Banda Aceh. Pemeriksaan yang dilakukan peneliti benar
bahwa dalam website tersebut telah disertakan informasi terkait kegiatan BPUM
dan pengumuman usulan BPUM dengan berbagai kategorinya.

Namun demikian, faktanya masih banyaknya masyarakat pelaku UMKM
tidak berusaha mencari tahu informasi, dengan alasan tidak mengerti cara
mengakses website informasi. Berdasarkan observasi peneliti dengan Kabid
UMKM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada tanggal 05 Juni 2023
menyatakan sebagai berikut sebagai berikut:

“Informasi terkait bantuan BPUM pihak dinas melakukan pendampingan

kepada masyarakat penerima bantuan dan menjelaskan bagaimana

program bantuan BPUM ini berjalan. Bagi yang tidak mengerti cara

mengakses website, maka kami mengerahkan beberapa pegawai untuk
membantu masyarakat mendaftar dan mengisi biodata pada kuesioner yang


https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/
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kami sediakan. Selain itu, dari dinas juga melakukan verifikasi lebih lanjut

untuk mengetahui apakah para penerima bantuan BPUM ini benar berada

di Kota Banda Aceh dan merupakan pelaku usaha UMKM. 48

Dari hasil observasi peneliti dapat disampaikan bahwa Dinas Koperasi,
UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh melakukan pendampingan kepada
masyarakat penerima bantuan sosial. Pendampingan tersebut dilakukan dengan
tujuan untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut terkait bantuan BPUM ini. Pihak
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan juga membantu masyarakat dalam
mengisi kuesioner.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melakukan verifikasi lebih dalam
terkait penerima BPUM apakah masyarakat pelaku usaha UMKM sesuai dengan
standar atau Kriteria, serta nama-nama yang sudah terseleksi akan dikirim ke
pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM
dan Perdagangan Kota Banda Aceh pada tanggal 05 Juni 2023 menyatakan
sebagai berikut:

“Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh
sudah cukup terbuka, kami juga sudah mensosialisasikan bantuan BPUM
ini. proses-prosesnya juga sudah dijelaskan, dari kriteria dan yang
memenuhi kriteria calon penerima Bantuan BPUM, lalu nama-nama
tersebut kami upload atau bagikan di website resmi Dinas Koperasi, UKM
dan Perdagangan. Nama-nama yang kami bagikan adalah nama-nama
vang baru lulus atau sudah terverifikasi.”

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disampaikan bahwa pemerintah

sudah cukup terbuka dalam menginformasikan bantuan BPUM kepada

* Hasil wawancara ibu Kabid UMKM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada

tanggal 05 Juni 2023.
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masyarakat pelaku usaha UMKM vyaitu pemerintah sudah memberikan informasi
seperti kriteria-kriteria penerima bantuan.

Selain itu, manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari strategi
pemerintah dalam penyaluran bantuan BPUM ini yaitu bisa memulihkan ekonomi
nasional. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan adanya kerjasama antara
pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat pelaku usaha UMKM
sebagai objek dari kebijakan. Hubungan ini tentunya menguntungkan antara
kedua belah pihak, terutama jika pihak-pihak tersebut sudah melaksanakan hak

dan kewajibannya dengan tanggung jawab penuh.

4.3 Faktor Penghambat Pemberian Bantuan Terhadap Pelaku Usaha

Mikro Di Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan Kota Banda Aceh
4.3.1.Sumber Daya Manusia

Faktor yang dapat menentukan berhasilnya implementasi penyaluran
Bantuan BPUM dapat dilihat dari kualitas sumber dayanya. Dapat dilihat dari
faktor sumber daya masyarakat pelaku usaha bisa mengakses website informasi
Bantuan BPUM yang dipublikasikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti dengan Pelaku Usaha Kelontong pada
tanggal 05 Juni 2023 menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak mengerti menggunakan handphone, terlebih dalam mengakses

internet, tentunya sangat susah bagi saya, tetapi saya tidak putus asa, saya

langsung pergi ke Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda

Aceh, dan mereka dengan sigap mengajari dan membantu saya dalam
mengakses website informasi BPUM”
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Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam hal
membantu masyarakat yang tidak mengerti mengakses website informasi BPUM,
pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan sigap membantu pengisian
dan mengajari mengakses Website informasi BPUM, hal ini diharapkan kepada

masyarakat bisa lebih mandiri dan bisa secara bebas mengakses informasi BPUM.

4.3.2.Pembahasan Sistematika Hasil Penelitian

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu berupa bantuan yang
diperuntukkan khusus terhadap pelaku usaha UMKM, atau disebut BPUM.
BPUM ini diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000. maka
dalam pengimplementasian program bantuan bagi pelaku usaha (BPUM) dalam
mempertahankan ekonomi masyarakat kota Banda Aceh maka diperlukan
Komunikasi Informasi.

Komunikasi merupakan aktivitas untuk mendistribusikan keluaran
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan kepada masyarakat agar bisa mencapai target yaitu untuk
mewujudkan tujuan kebijakan.keberhasilan bisa dilihat berdasarkan kejelasan
sebuah informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan keberhasilan dalam
komunikasi juga didukung dengan kejelasan petunjuk maupun pesan yang akan
disampaikan mengenai program Bantuan BPUM. Informasi yang diberikan oleh
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh sudah jelas, karena
informasi secara jelas dan terinci ada pada website resmi Dinas Koperasi, UKM,

dan Perdagangan. Dan jika ada masyarakat yang tidak mengerti cara mengakses
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maka Pihak Dinas melakukan pendampingan khusus bagi masyarakat pelaku
usaha UMKM. Maka penyampaian informasi dari Dinas Koperasi, UMKM dan
Perdagangan sudah cukup jelas dan memudahkan masyarakat pelaku usaha untuk
bertanya lebih lanjut. Pada program BPUM ini, secara informasi yang
disampaikan sudah cukup jelas.

Dalam menentukan keberhasilan kebijakan salah satu faktor berhasilnya
implementasi kegiatan. Dapat dilihat dari sumber daya manusianya. Berdasarkan
hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Dalam hal sumber daya manusia, para staf dinas memiliki pengalaman pada
bidang masing-masing serta memiliki pendidikan yang bagus, maka dalam
kebijakan BPUM akan dilaksanakan sebaik mungkin, seperti dalam bentuk
informasi. Penyampaian informasi mengenai BPUM dilakukan oleh pihak Dinas
Koperasi, UKM dan Perdagangan dilakukan melalui website dengan nama
DISKOPUKMDAG, melalui sosialisasi ke Kecamatan dan desa-desa setempat,
berkaitan dengan informasi penyaluran dana bantuan BPUM akan langsung
dihubungi langsung oleh Bank Aceh Syariah, tentunya ini memudahkan penerima
mendapatkan informasi.

Namun, dalam hal pengimplementasian kebijakan BPUM masih ada pelaku
Usaha Mikro yang tidak mengetahui adanya program BPUM, permasalahan
utamanya adalah komunikasi, dan masih ada pelaku usaha yang tidak mengerti
cara mengakses website informasi BPUM, maka pihak dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan melakukan pendampingan bagi masyarakat yang tidak mengerti

mengakses website informasi BPUM, Karena semua prosedur koordinasi sudah
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dijelaskan secara sistematis. Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat
disimpulkan masyarakat kurang proaktif dalam mencari informasi seperti, tidak
menanyakan kepada Pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, tidak mencari
informasi di website resmi DISKOPUKMDAG. Dalam mewujudkan keberhasilan

kebijakan, maka diperlukan peran aktif masyarakat.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan peneliti dalam penelitian transparansi pemberian
bantuan terhadap pelaku usaha mikro di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Banda Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka pemerintah
memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) yang didasari
oleh “Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

2. Bantuan BPUM sudah dilakukan secara transparan, karena informasi
terkait bantuan BPUM dapat diakses melalui website resmi Dinas
Koperasi, UKM dan Perdagangan.

3. Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melakukan
penjaringan dan mengusulkan nama-nama ke pemerintah pusat agar bisa
diseleksi,bantuan akan langsung disalurkan pada Rekening Bank masing-
masing penerima.

4. Masyarakat pelaku usaha, masih ada yang belum bisa mengakses website
informasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terkait bantuan BPUM

dikarenakan tidak mengerti.
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5.2 Saran
1. Diharapkan kepada pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
agar bisa melakukan sosialisasi dengan Camat, dan Pemerintah Desa.
Agar bisa memperluas jangkauan informasi, disebabkan masih adanya
masyarakat pelaku usaha tidak bisa menggunakan android.
2. Kepada masyarakat pelaku usaha harus bisa berperan aktif dalam
mencari informasi, karena kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik

jika tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
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INTRUMEN PENELITIAN
(DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA)

A. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan kota Banda Aceh:

1.

Bagaimana bentuk transparansi Bapak/ibu lakukan untuk mempublikasi
informasi ini Bantuan UMKM bagi Pelaku Usaha Mikro di Dinas
Koperasi UMKM dan Perdagangan kota Banda Aceh?

. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan Informasi Bantuan Kepada

Pelaku Usaha Mikro di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan kota
Banda Aceh?

. Apakah informasi yang dipublikasi mudah dan dapat diakses oleh semua

Pelaku Usaha Mikro?

. Dimana bapak/ibu mempublikasikan Informasi Bantuan UMKM

tersebut?

. Apa yang menjadi persyaratan yang menjadi penilaian khusus Bapak/lbu

untuk bantuan UMKM ini ?

. Bagaimana tanggapan ibu tentang tanggapan Pelaku Usaha Mikro yang

merasa bahwa bantuan UMKM ini tidak tepat sasaran?

. Apa saja persyaratan serta administrasi untuk bantuann UMKM ini yang

wajib dipenuhi masyarakat agar menjadi catatan penting bagi

masyarakat?

B. Pelaku Usaha Mikro

1.

Bagaimana menurut bapak/ibu tentang Bantuan UMKM yang ada di
Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan kota Banda Aceh?

Bagaimana Alur mendaftarkan diri untuk mendapatkan Bantuan Untuk
Pelaku Usaha Mikro dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan kota
Banda Aceh?

. Apakah bapak/ibu dapat mengakses Informasi Bantuan Untuk Pelaku

Usaha Mikro dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan kota Banda
Aceh?



4. Dari mana bapak/ibu mendapatkan Informasi tentang Bantuan UMKM
bagi pelaku Usaha UMKM di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
kota Banda Aceh?

5. Apakah Bantuan Untuk Pelaku Usaha Mikro dari Dinas Koperasi
UMKM dan Perdagangan kota Banda Aceh telah tepat sasaran?
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